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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian 

banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah 

tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering melakukan 

kekerasan walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan 

antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga.  

2. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah : 

a. Tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

masalah kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. 

b. Kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah 

tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih 

untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban 

kekerasan dalam rumah tangga tersebut. 

c.  Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum 

yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak 
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jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan 

penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta. 

 

B. Saran 

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memperdalam 

pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar aparat 

penegak hukum dapat memenuhi hahl-hak yang seharusnya disapatkan 

oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan untuk lebih 

memberikan pendampingan secara terpadu agar pelaksanaan 

Implementasi Hak-Hak yang Diperoleh Perempuan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta dapat tercapai dengan baik 

dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

3. Bagi korban, diharapkan dapat menyadari bahwa tindakan kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan perlu untuk segera 

dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya dapat diselesaikan 

oleh pihak yang berwenang. 

4. Aparat penegak hukum, masyarakat  serta setiap lembaga bantuan 

hukum harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang ada supaya hak-hak setiap 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan 
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memberikan perlindungan terhadap setiap korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang ada di Yogyakarta. 
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